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GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 244 TAHUN 2015

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang a, bahwa petunjuk pelaksanaan penyelenggaraan reklame
sebagaimana telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur
Nomor 37 Tahun 2000;

b, bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Reklame, Keputusan
Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu
disempurnakan;

c, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan
Gubernur ten tang Petunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan
Reklame;

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan
Praktek Monopoli dan Persaingan Tidak Sehat;

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa
Konstruksi;

3, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung;

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara;

5, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan;

6, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 ten tang Penataan Ruang;

7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 Lentang Pemerintahan
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta sebagai IbukoLa
Negara Kesatuan Republik Indonesia;
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b. telah berakhir masa izin dan tidak diperpanjang;

c. tidak membayar sewa tit.ik reklamc dan pungut.an pencrimarll1
lain-lain yang sah:

d. tidak membayar pajak reklame;

e. terdapat perubahan dan tidak sesuai dengan izin yang tebh
diberikan;

f. perlet.akan, bentuk dan ukuran media atau bidang tidak
sesuai TLB-BR;

g, tidak sesuai IMB-BR; dan

h. tidak tcrawat dengan bailc

(2) Penert.iban reklame scbagaimana dimaksuci pacla ayat (1), dapat
berupa:

a. Penurunan reklame tertayang; danl mau

b, Pembongkaran konstruksi reklame bcsert.a ponciasinya.

Pasal 67

Pelaksanaan penertiban reklame sebagaimana dimaksuci cia lam Pasal 06
dilaksanakan oleh Tim Penertiban Terpadu Pcnyelenggaraan Reklame
berdasarkan laporan hasil pengendalian dan pengawasan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (6) dan Pasal 65 aynt (7).

Pasa168

(1) Penertiban reklame dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. melakukan cval1.18si laporan hasil pengendalian
pengawasan dan calon reklame yang akan ditertibkan,
dibuat dalam daftar reklame akan ditertibkan.

dan
yang

b. mengusulkan koordinator I Satu<J.n Kerja Perangkat Daerah
tcrkait untuk mcncrbitkan surat pembcritahuan at.au SUl'at.

peringatan penerti ban / pem bongkaran rcklame sendiri cia lam
jangka \-\'aktu 3 X 24 jam sejak tanggal cliterima oleh
pcnyclenggara rel-dame.

c. penerbitan surat pcmbcritahuan atau surat pcringat.an
sebagaimana dimaksud pacla huruf b, ditc'rbitkan clan
disampaikan paling seclikit sebanyak 3 (tiga) kali.

d. apabila setelah disampaikannya surat pemberitahuan at;Hi
surat peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf c.
penyelenggara reklame tidak menertibkan/membongk;tr
sendiri rekJamenya, maka konstruksi beserta rangka media
atau bidang reklame menjadi asct Pemerintah Daerah untuk
dilakukan pcncrtiban.

e. hasil pencrtiban bcrup8 konstruksi beserta rangka merlin
atau bidang reklame clan barang lainnva yang mclekat clal;'lm
penyelenggaraan reklame climaksud menjadi aset Pemerint;th
Dacrah scbagaimana dimaksud pada huruf d.
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(2) Tim Penertiban Terpadu Penyelenggaraan Reklame melaporkan
hasil penertiban / pem bongkaran kepaela Gu bernur me lalu i
Sekretaris Oaerah elal8m jangka \\"aktu paling lama 30 (lig;.)
puluh) hari sejak peneniban reklame.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

P8SRI 69

(1) Terh8elap IPR clan pajak reklame yang telah c1iterbitkan sclJClulll
berlakunya Peraturan Gubernur ini, dinvatakan masih I'e-Iap
berlaku sampai elengan berakhirnya masa IPR atau masa pajak
reklame.

(2) Terhadap permohonan TLB-BR, IMB-BR dan IPR yang telah
dimohonkan kepaela BPTSP dan PTSP sebelum berlakunva
Peraturan Gubernur ini, tetap diproses sesuai c1cngan kctenlu'l1l
lama.

BAB XIlI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 70

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku

a. Keputusan Gubernur Nomor 138 Tahun 1980 t('nl<ll1g
Penetapan' Kembali Pengenaan Uang ,Jaminan Unt:uk Bi8\'R
Pembongkaran Reklame pada Setiap PcmasangFll1 17.;n
Pemasangan Reklamc eli Dalam Wilayah Propinsi 01\.1 ,Jakarta:

b. Keputusan
Ketentuan
Lingkungan
Jakarta;

Gubernur Nomor 702 Tahun 1992 t.cnt.nng
Pemasangan Reldame clan Sejenisnya ]1<1 cI a
Jalan Protokol Tertcntu di Wilayah Propinsi 01,1

c. Keput.usan Gubernur Nomor 150 Tahun 1994
Penat.aan Penyelenggaraan Reklame eli Ka\\'osan
Mereleka (Monumen Nasional) elan sekitarnya:

t.entang
rVleelan

d. Keputusan Gubernur NomoI' 37 Tahun 2000 ten tang Pet.un,ll1k
Pelaksanaan Penyeienggaraan Reklame di Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

e. Keputusan Gubernur Nomor 132 Tahun 2000 tentang Pola
Penyebaran Peletakan Reklame di Propinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta;

f. Keputusan Gubernur Nomor 133 Tahun 2000 tcnlnng
Penetapan Titik Reklamc eli Dalam Saran a clan Prasar:lna Kota
Pemerintah Propinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta;
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g. Keputusan Gubernur Nomor 135 Tahun 2000 tentang Pusal
Layanan lnformasi Penyelenggaraan Reklamc;

h. Keputusan Gubcrnur NomoI' 46 Tahun 2001 tcntang Petunjuk
Teknis Penyelenggaraan Reklame di Luar SaranFl (1<111

PrasaranFl Kota PemerintFlh Propinsi Daerah Khusus Ibukota
Jakarta;

1. Keputusan Gubernur Nomor 127 Tahun 2001 ten tang
Perubahan Atas Keputusan Gubernur Nomor 37 Tahun 2000
tentang Pelunjuk Pelaksanaan Penyelenggaraan Reklamc r1i
Daerah Khusus lbukota JFlkarla:

J. Keputusan Gubernur NomoI' 55 Tahun 2002 rcntnng
Penambahan Tilik Reklame di Dalam Sat'ana dan Prasmana
Kola Pemerintah Propinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta;

k. Keputusan Gubcrnur Nomor 1659 Tahun 2003 lcntang
Penataan Pcnyelengg<lraan Reklame eli Eaw<lsan Bundcran
Hotel Indonesia (Tugu SelFlmat DFltang). Wilayah .lakartFl Pusnt
dan Ka\vasan Cr\\\'ang Interchange Wilayah ,fakal"ta Tin1ur:

1. Keputusan Gubernur NomoI' 14 Tahun 200S tcnlrll1g
Penambahan Titik Rcklame di Dalam Sarana dan Prasarana
Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ihul<ow Jakartn:

m. Keputusari Gubernur Nomor 53 Tahun 2005 ten tang
Penambahan Titik Rcklame eli Dalam Sarana dan Pri1s~II'nnn

Kota Pemerintah Provinsi Daerah Khusus lbukota ,Jakarta:

n. Keputusan Gubernur NornaI' 139 Tahun 2005 rcntnng
Penataan Penyelenggaraan Reklame eli Kawasan PHtung
Pemuda Bunelaran Senayan Kotamadya Jakarta Pusat dan
Kotamadya Jakarta Selatan;

o. Peraturan Gubernur NomoI' 23 Tahun 2006
Penyelenggaraan Rcklame di Kawasan l,endclli 1,etal eli
Daerah Khusus Ibukola Jakarta:

tL'l1Ulng

PrcWillSi

p. Peraturan Gubcrnur NomoI' 57 Tahun 2006 ten tang Pcnataan
Penye1enggaraan Rcklame di Kawasan Palling Tani J(otnm::;rlF'1
Jakarta Pusat;

q. Keputusan Gubcrnur NomoI' 82 Tahun 2007 tcnHltlg
Penambahan Tilik r~cldame eli Dfllam Snrana r1fln Prasnr,)tl<1
Kota Pcmerintah Prol'insi Dacrnh "huslIs lbukot;l ,J<lkrlrt<l'

r. Pcraluran Gubcrnur NomoI' 105 Tahun 2001' ten tang PennI":J,m
Penyelenggaraan Rcklame eli Alas "ail Cili\\,\.ll1g Sepanjclllg
Jalan Gajah Madaj.Jalan Hayam Wuruh elan .lalan lr. H...!uanel"j
Jalan Veteran; clan

s. Keputusan GulJcrnur NomoI' i981/2012 tcnwng Pcmlx:muknn
Tim Pcncrtiban Tcrparlu Pcnvc!cllggarFlan Rrklal1lc:

dicabut clan clinyatakan ticlak bcrJalm.
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Pasal 71

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangannya
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggaI 7 Desember 2015

CrUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

BASUKI T. PURNAMA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

BERlTA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2015 NOMOR 63032

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVI!'1"Si-DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
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